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VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 

KRISTEN INDONESIA 

 

VISI (Vision) 

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di Kawasan Asia 

pada tahun 2030 di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai 

Kristiani dan Pancasila. 

To be Faculty of Law that has quality, independent and innovative in the Asia by 

2030 in the field of Education, Research and Community service in the sector of 

Law that is anticipatory to change and advance in science and technology in the 

era of Globalization in accordance with Christian and Pancasila values.  

 

MISI (Mission) 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan 

mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum 

melalui pendekatan ilmiah, interdispliner dan transnasional sesuai dengan 

tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global. 

Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and 

technology in the field of jurisprudence through scientific, interdisclipiner and 

transnational approaches in accordance with the demands of the times in order 

to able to compete in the era of globalization. 

 

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa 

menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang 

demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. 

Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral 

values, attitude and sense of lave to the country, behave ini democratic manner 

and uphold religious values. 

 

3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan 

internasional. 

Developing the Legal knowledge with National and International perspective. 

 

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam 

ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

Developing and improving research and professionalism in the legal science 

and other fields. 



 

ii 
 

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi 

dalam bidang hukum. 

Organizing sustainable education and professions in the field of law 

. 

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteaan rakyat Indonesia. 

Encouraging research and community service that can increase awareness of 

rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people. 

 

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan 

hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, 

lembagalembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum 

dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

Maintaining relationships with legal practitioners, law encforcement agencies, 

public, and private institutions and ecclesiastical institutions in the 

development and the implementation of law and other field of sciences. 
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Latar belakang masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis 

perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (revenge porn.) 

Revenge porn termasuk kejahatan siber yang ditujukan untuk balas dendam. Pelaku 

biasanya mantan kekasih yang melakukan balas dendam dengan menyebarkan 

konten muatan asusila milik korban tanpa persetujuan. Dampak yang diberikan 

terhadap korban sangat buruk terhadap kesehatan mental dan psikologis. 

Metode penelitian yang digunakan metode hukum normatif dengan 

pendekatan Undang-Undang dan Kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan 

tinjauan pustaka. Dengan menganalisis KUHP, UU No 44/2008 tentang Pornografi, 

UU No 19/2016 mengubah UU No 11/2008, UU No 1/2023 tentang KUHP, UU No 

12/2022 serta Putusan No 217/PID.SUS/2021/PN DMK yang dapat digunakan 

sebagai dasar analisis tindak kejahatan pornografi balas dendam. 

Hasil dari penelitian ini memberikan analisis bahwa dalam Putusan Nomor 

217/Pid.Sus/2021/PN Dmk perlindungan hukum terhadap korban secara hukum 

sudah melindungi tetapi belum adanya perlindungan secara restitusi dan rehabilitasi 

terhadap korban pornografi balas dendam. Perlindungan terhadap korban diberikan 

oleh negara melalui, Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK). 
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The background of this research problem is to analyze legal 

protection for victims of revenge porn. Revenge porn is a cyber crime aimed 

at revenge. The perpetrators are usually ex-lovers who take revenge by 

spreading the contents of the victim's immoral content without consent. The 

impact given to victims is very bad for mental and psychological health. 

The research method used is the normative legal method with the 

Statute approach and Case approach. The data collection technique uses a 

literature review. By analyzing the Criminal Code, Law No. 44/2008 

concerning Pornography, Law No. 19/2016 amended Law No. 11/2008, 

Law No. 1/2023 concerning the Criminal Code, Law No. 12/2022 and 

Decision No. 217/PID.SUS/2021/PN DMK which can be used as a basis for 

analysis of revenge pornography crimes. 

The results of this study provide an analysis that in Decision Number 

217/Pid.Sus/2021/PN Dmk legal protection for victims legally protects but 

there is no protection in terms of restitution and rehabilitation for victims 

of revenge pornography. Protection for victims is provided by the state 

through National Commission on Violence against Women and the Witness 

and Victim Protection Agency (LPSK). 

 


